
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dalam Pengelolaan Sampah
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Kolaborasi untuk-
-Indonesia ASRI-



Dasar Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam 
Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang 
Pengelolaan Sampah Spesifik 



Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Ultimum 
Remedium

Premum 
Remedium

Pengenaan 
Sanksi Administratif

Penegakan Hukum 
Pidana

Penyelesaian 
Sengketa 

Lingkungan Hidup

1. Teguran Tertulis
2. Paksaan Pemerintah
3. Denda Administratif
4. Pencabutan Perizinan
5. Pembekuan Perizinan

1. Pidana Penjara
2. Denda Pindana
3. Pidana Tambahan

• Pemulihan Lingkungan
• Perampasan Keuntungan

1. Ganti Kerugian Publik
2. Pemulihan Lingkungan

Mempercepat 
Proses 
Penegakan 
Hukum

Pengawasan 
Lingkungan Hidup



946

Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah 
periode 2025 - sekarang

Entitas 
usaha/kegiatan

388

168

230

160

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah se-Indonesia

Mall atau Pasar di Jakarta

Hotel, Restoran, dan Cafe di Bali

Hotel, Restoran, dan Cafe di 
Tangerang Selatan



Pengenaan Sanksi Administratif terhadap 
Tempat Pemrosesan Akhir periode 2025 - sekarang

-Kolaborasi untuk-
Indonesia ASRI-

DISERAHKAN TAHUN 

2025 250 TPA

DISERAHKAN 

JANUARI 2026 23 
TPA

273

TPA

PENYELESAIAN OPEN 

DUMPING 231 TPA

PENGHENTIAN 

OPERASIONAL TPA 22 TPA

KEWAJIBAN MEMILIKI 

TPA 20 TPA SUDAH 

TAAT

 4 TPA



Skema Penegakan Hukum Pidana dari hasil Pengawasan SA

-Kolaborasi untuk-
Indonesia ASRI-

KEPUTUSAN SANKSI 
ADMINISTRATIF DISERAHKAN

PENGAWASAN 
KEPUTUSAN SANKSI 

ADMINISTRATIF
SURAT PERINGATAN

TIDAK TAAT

SURAT PENGHENTIAN 
SANKSI ADMINISTRATIF

PEMBERATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA 
(Pasal 114 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009)



UU 32 Tahun 2009 dan UU 18 Tahun 2028
Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Hidup/ 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

-Kolaborasi untuk-
Indonesia ASRI-



Konstruksi Hukum Pidana
Pengelolaan Sampah

(UU 18 Tahun 2008 & UU 32 Tahun 2009)

UU No. 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah

Perbuatan Melawan Hukum (Ps. 40 – 41) :
1. Tidak sesuai NSPK
2. Tidak melakukan pengelolaan
3. Tidak ada regulasi daerah
4. Tidak optimal dalam anggaran

UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 98,99,104,114):
1. Dumping Lindi (Ps. 104)
2. Kerusakan/Pencemaran LH (Ps. 99 – 98)
3. Tidak melaksanakan SA (Ps. 114)

2029

Pengurangan
Pembatasan

Pendauran ulang 
sampah

Pemanfaatan

Pemilahan
Pengumpulan
Pengangkutan

Pengolahan

Penimbunan Open 
Dumping

Pengelolaan Lindi

Pengelolaan Gas Metan

Pengelolaan di Hulu Pengelolaan di Hilir

Sumber 
Sampah Residu

Media 
Lingkungan

Kesehatan 
Masyarakat 

TPA



Pengelola 
Sampah

Orang 
Perseorangan

Kelompok 
Orang

Badan Hukum

Kepala Daerah 
(Gubernur, Bupati, 
Walikota, Kepala 

Dinas, Pejabat yang 
mengurusi 
sampah), 

Masyarakat

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah wajib 
menjalankan tugas dan 

kewenangannya
sesuai Pasal 5,6 dan Pasal 9

Pengelolaan 
Sampah 
Buruk

Pencemaran / 
Kerusakan / 
Kesehatan

Dumping Lindi

Tidak 
Melaksanakan 

Sanksi 
Administratif

PASAL 104
UU NO 32 Tahun2009

PASAL 114
UU NO 32 Tahun2009

PASAL 98 - 99
UU NO 32 Tahun2009

PASAL 

40 - 41

UU NO 18 

Tahun 

2008

PASAL 40
Pengelola sampah yang secara melawan 
hukum dan dengan sengaja melakukan 
kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak 
memperhatikan NSPK yang dapat 
mengakibatkan gangguan kesehatan 
masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran 
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan

Pidana:

4-10 Th

Denda:

100 Jt s.d. 5 

M

PASAL 41
Pengelola sampah yang karena
kealpaannya melakukan kegiatan 
pengelolaan sampah dengan tidak 
memperhatikan NSPK yang dapat 
mengakibatkan gangguan kesehatan 
masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran 
lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan

Pidana:

 Maks. 3 Th

Denda:

Maks. 100 Jt



Pengaturan Pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009

Pasal 98 Pasal 99Setiap orang dengan
sengaja melakukan 
perbuatan yang 
mengakibatkan 
dilampauinya baku 
mutu udara ambien, 
baku mutu air, baku 
mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup

Pasal 99

Setiap orang yang karena
kelalaiannya
mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu 
udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air 
laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan 
hidup.

Pasal 104

Setiap orang yang 
melakukan dumping 
limbah dan/atau bahan
ke media lingkungan
hidup tanpa izin 

Pasal 114

Setiap penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak
melaksanakan paksaan
pemerintah 

Pasal 98

Pidana : Mak. 1 Tahun
Denda : Mak. 1 M

Pidana : Mak. 3 Tahun
Denda : Mak. 3 M

Pidana : 
Min. 1 Thn, Mak. 3 Thn
Denda : 
Min. 1 M, Mak. 3 M

Pidana : 
Min. 3 Thn, Mak. 10 Thn
Denda : 
Min. 3 M, Mak. 10 M



Kota / 
Kabupaten

+1.029 
ton/hari

TPA Kota / 
Kabupaten

+429 ton/hari

Penimbunan 
Open 

Dumping

Pengelolaan 
Lindi

2 dari 3 IPAL 
tidak 

berfungsi

Gas Metan
Tidak dikelola

Media 
Lingkungan
Pencemaran 

LH

Pemkot / 
Pemkab

-100 ton/hari

Swasta
-500 

ton/hari

Residu & 
Sampah Tidak 

Terkelola

UU 18/2008
Pengelolaan 

Sampah

UU 32/2009
PPLH

PMH (Ps. 40 – 41) :
1) Pengelolaan Tidak sesuai NSPK
2) Tidak melakukan pengelolaan dengan optimal
3) Anggaran tidak optimal

PMH:
1) Dumping Lindi (Ps. 104)
2) Pencemaran LH (Ps. 99 / 98)

Pengelolaan di Hulu Pengelolaan di Hilir

Studi Kasus
Pengelolaan Sampah di 

Kota / Kabupaten



Pelanggaran
• Tersangka

Drs. JAYADI BIN RODJALI M.
Kewarganegaraan Indonesia
Usia 59 Tahun

• Pasal Sangkaan
Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Alat Bukti
1. Keterangan Saksi

24 (dua puluh empat) orang
• PPLH
• Warga Terdampak
• DLH Kota Depok
• Satpol PP
• Lurah Limo
• PT Megapolitan
• Pelapak
• Tangan Kanan Tersangka

2. Keterangan Ahli
• Ahli Kerusakan Tanah dan 

Lingkungan
• Ahli Hukum Pidana

3. Surat
4. Petunjuk

Barang Bukti
Penyitaan terhadap 41 (empat 
puluh satu) Barang Bukti
• Sampel tanah rusak
• Hasil uji laboratorium
• Kuitansi pembayaran sewa 

lapak
• Dokumen pendukung lainnya
• Foto/Video

Contoh Kasus: TPA Ilegal di Limo, Depok, Jawa Barat



Putusan
1. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pid.Sus.LH/2025/PN Dpk 

tanggal 2 Juni 2025
• Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dalam dakwaan tunggal

• Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 201/PID.SUS-LH/2025/PT BDG 
tanggal 8 Juli 2025 (Banding)
• Terdakwa Drs. JAYADI Bin RODJALI M terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan 
yang mengakibatkan dilampauinya Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dalam dakwaan Tunggal

• Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan



KLH terus menegakkan hukum terhadap para pelanggar pengelola
sampah:

SEDANG DALAM TAHAP PENYELIDIKAN
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